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Abstrak: Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui dan mengkaji 
kontribusi pajak restoran terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota 
Malang. Pajak Daerah merupakan salah satu sumber Pendapatan Asli 
Daerah (PAD)  yang penting guna membiayai pelaksanaan pemerintah 
daerah. Pajak Restoran merupakan Pajak Daerah yang termasuk dalam 
salah satu sumber penerimaan PAD Kota Malang. Indonesia adalah 
negara yang sejak pendiriannya menganut cita negara yang menjunjung 
tinggi hukum. Hal ini memberi pengertian bagi masyarakat mengenai 
segala tindakan dan perbuatan pemangku kekuasaan haruslah didasari 
fondasi hukum yang kuat melainkan tidak boleh hanya berpangkal pada 
keinginan atau kekuasaan pemegang kuasa belaka. Salah satu sumber 
utama Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang mempunyai 
peranan penting dalam pembangunan adalah pajak daerah,yang 
merupakan salah satu sumber PAD. 
Kata kunci: Pendapatan Asli Daerah, Pajak Restoran, Konstribusi Daerah 
 

 
Abstract: The purpose of this study was to determine and examine the 
contribution of restaurant taxes to Malang City's Local Revenue (PAD). 
Regional taxes are an important source of local revenue (PAD) to finance 
the implementation of local government. Restaurant Tax is a Regional Tax 
which is included in one of the Malang City PAD revenue sources. Indonesia 
is a country that has adhered to the ideals of a state that upholds the law 
since its establishment. This gives an understanding to the community that 
all the actions and deeds of the authorities must be based on a strong legal 
foundation, but must not only stem from the desires or power of the holders 
of power. One of the main sources of the Regional Revenue and Expenditure 
Budget which has an important role in development is regional taxes, 
which are one of the sources of PAD. 
Keywords: Regional Own Revenue, Restaurant Tax, Regional Contribution. 
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Pendahuluan  

Pajak Daerah merupakan salah satu sumber Pendapatan Asli Daerah 

(PAD)  yang penting guna membiayai pelaksanaan pemerintah daerah. Pajak 

Restoran merupakan Pajak Daerah yang termasuk dalam salah satu sumber 

penerimaan PAD Kota Malang. Dengan pendapatan pajak restoran yang 

maksimal, diharapkan memberikan kontribusi yang tinggi terhadap PAD Kota 

Malang. PAD yang tinggi dapat membiayai pembangunan daerah secara 

maksimal (Leonardo et al., 2020). 

Indonesia adalah negara yang sejak pendiriannya menganut cita negara 

yang menjunjung tinggi hukum. Hal ini memberi pengertian bagi masyarakat 

mengenai segala tindakan dan perbuatan pemangku kekuasaan haruslah didasari 

fondasi hukum yang kuat melainkan tidak boleh hanya berpangkal pada 

keinginan atau kekuasaan pemegang kuasa belaka (Basamarito & Elfrieda, 2022). 

Berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) Restoran berarti rumah 

makan atau sebuah usaha tata boga yang menyajikan hidangan kepada 

masyarakat dan menyediakan tempat untuk menikmati hidangan tersebut serta 

menetapkan tarif tertentu untuk makanan dan pelayanannya (Kusuma & 

Waradana, 2020). 

  Pelaksanaan otonomi daerah menuntun setiap daerah mampu 

membiayai keperluan daerahnya sendiri. Pajak daerah menjadi salah satu 

sumber peningkatan pemerintah dan pembangunan daerah,untuk meningkatkan 

dan memeratakan otonomi daerah. Seiring berkembangnya kota Malang menjadi 

salah satu tujuan wisata utama di Jawa Timur, jumlah pengunjungnya meningkat 

secara signifikan dan jumlah restoran, serta pendapatan kota dari pajak restoran, 

meningkat (Seran, 2017). 

  Pajak merupakan kewajiban yang harus dibayar oleh wajib pajak kepada 

negara yang bersifat memaksa (law enforcement) yang telah diatur dalam 

Undang-Undang dan akan digunakan untuk keperluan negara demi 

mensejahterakan rakyat. Hal ini tertera dalam pasal 23A UUD 1945 dimana 

amandemennya secara tegas mengemukakan bahwa “segala pajak yang dipungut 
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yang bersifat memaksa untuk keperluan negara diatur dengan Undang-Undang.” 

Bebarapa dari negara yang ada di dunia juga menerapkan sistem perpajakan 

tidak hanya di Indonesia. Akan tetapi, sistem perpajakan yang digunakan 

berbeda-beda tergantung dari ketetapan yang telah dibuat oleh negara yang 

menerapkannya. Akan tetapi, tujuannya sama semata-mata demi tercapainya 

kesejahteraan bagi seluruh rakyat yang ada dalam wilayah atau negaranya 

(Putra, 2016). 

Salah satu sumber utama Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang 

mempunyai peranan penting dalam pembangunan adalah pajak daerah,yang 

merupakan salah satu sumber PAD. Kita memilih Kota Malang sebagai bahan 

pembahasan penelitian ini karena Kota Malang sebagai salah satu kota tujuan 

pendidikan dan wisata di Jawa Timur memiliki usaha restoran yang beroperasi 

cukup baik, sehingga penerimaan dari sektor pajak restoran cukup besar karena 

golongan atas cenderung lebih banyak membelanjakan pendapatannya untuk 

restoran daripada golongan bawah. Belum maksimalnya kesadaran masyarakat 

akan pentingnya pajak daerah merupakan salah satu kendala bagi pembangunan 

daerah Kota Malang. 

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui dan mengkaji kontribusi 

pajak restoran terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Malang. Sehingga 

penelitian ini dapaat memberikan informasi tambahan bagi pemerintah dalam 

perencanaan kontribusi daerah pajak restoran terhadap Pendapatan Asli Daerah 

(PAD) Kota Malang. 

 

 

 

 

 

 

Hasil dan Pembahasan  

Pengaruh Pajak Restoran Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota Malang 
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Sumber : Badan Pendapatan Daerah Kota Malang Tahun 2020 

 

Pada table diatas diambil berdasarkan website resmi dari Badan 

Pendapatan Daerah Kota Malang sector pajak Periode 01 Januari 2020 sampai 

dengan 31 Desember 2020. Pendapatan Asli Daerah dipengaruhi oleh besarnya 

pemungutan pajak yang dilakukan oleh daerah itu sendiri. Jadi karena hal itu 

aspek atau sector pajak yang terdapat pada masing-masing daerah harus terus 

ditingkatkan dan dikembangkan guna tercapainya peningkatan pendapatan asli 

daerah.  Tingkat kontribusi Pajak restoran terhadap Pajak Daerah Kota Malang 

menunjukan cenderung meningkat bisa dilihat presentase dari Restoran di 

malang bisa dikatakan Kota Malang pada sector Pajak Restoran berpotensi Kota 

Maju dan Berkembang.  
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Kota Malang sebagai salah satu kota tujuan pendidikan dan wisata di Jawa 

Timur memiliki usaha restoran yang beroperasi cukup baik, sehingga 

penerimaan dari sektor pajak restoran cukup besar karena golongan atas 

cenderung lebih banyak membelanjakan pendapatannya untuk restoran 

daripada golongan bawah, bahwasanya benar jika kita beropini seperti itu karena 

bisa di buktikan dengan table diatas.  

Pada dasarnya guna mengukur efektivitas penerimaan Pajak Restoran di 

wilayah perkotaan Malang. Karena Pemda Kota Malang dapat menentukan 

seberapa besar tujuan yang telah dicapai dalam penerimaan Pajak Restoran 

dengan memahami tingkat efektifitasnya. Pihak-pihak yang bergerak di bidang 

ipenerimaan pajak iparkir di tahun-tahun mendatang dapat memanfaatkan hal 

ini sebagai bahan pembelajaran jika diketahui tingkat keberhasilannya. 

 

Faktor-faktor yang menghambat dalam pelaksanaan Pemungutan Pajak 

Restoran  

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan terhadap pemungutan 

pajak restoran yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah Kota Malang, Ditemukan 
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kendala-kendala yang perlu dilakukan perbaikan serta penyempurnaan. Semua 

kendala yang diperoleh di lapangan, apabila merujuk pada Perda No. 3 Tahun 

2011, sehingga apa yang tertuang di dalam Perda tersebut belum dapat 

diaplikasikan sesuai dengan ketentuan yang diamanatkan. Faktor-faktor yang 

menghambat dalam pelaksanaan pemungutan pajak restoran adalah rendahnya 

kesadaran wajib pajak dan lemahnya pengawasan Pemerintah Daerah,  

Rendahnya Kesadaran Wajib Pajak dari sebagian masyarakat yang 

berkewajiban wajib pajak terhadap peraturan yang berlaku menjadi salah satu 

faktor yang menghambat dalam pelaksanaan pemungutan pajak restoran. 

Semestinya, dibutuhkan kontribusi masyarakat atas efektivitas implementasi 

Perda Nomor 3 Tahun 2011 di tengah-tengah masyarakat. Kondisi yang terjadi di 

atas telah dapat dipergunakan untuk memberikan edukasi pada masyarakat 

tentang aturan-aturan hukum yang dapat diberlakukan. 

Lemahnya pengawasan yang dilakukan pemerintah daerah merupakan 

faktor terjadinya hambatan atas pemungutan pajak. Pengawasan yang dilakukan 

oleh pemerintah daerah sangat lemah, dan petugas pengawas yang ditunjuk 

hanya mengetahui bahwa pajak restoran itu menghasilkan masukan dana, tanpa 

mengetahui pola operasional yang harus dilakukan agar masa depan dapat lebih 

baik dan cerah didalam pemasukan PAD yang sangat dibutuhkan.  

 

Peran Pemungutan Pajak Restoran Untuk Peningkatan Pendapatan Asli 

Daerah (PAD) Kota Malang 

 Otonomi daerah memberikan pada setiap masing-masing daerah 

diberikan kewenangan bebas, dan pertaggung jawab kepada pemerintah daerah 

secara proporsional. Diberikannya kewenangan tersebut pemerintah juga wajib 

mencari serta menggali sumber-sumber pendapatan daerah sendiri untuk  

pemasukan pendapatan secara maksimal. Hal ini telah diresmikan di Indonesia 

sejak tanggal 1 Januari 2001 mulai diberlakukannya otonomi daerah. 

 Sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD) tentunya berasal dari pajak 

daerah dan retribusi daerah. Pemerintah daerah yang berwenang dapat 
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mengatur segala aspek terkait pajak daerah dan retribusi daerah, akan tetapi 

harus dalam lintas peraturan perundang-undangan. Pajak daerah Kota Malang 

sudah ditetapkan dalam peraturan daerah pada No. 16 Tahun 2010 yang 

berisikan tentang pajak daerah. Salah satu point penting dalam peraturan 

tersebut ialah jenis pajak daerah ataupun kota disebut pajak restoran.  

 Pesatnya pembangunan dibidang kuliner pada Kota Malang yang 

tidak ada habisnya, menjadi salah satu pemasukkan terbesar bagi pengusaha 

yang ahli dalam bidang kuliner. Café, rumah makan, hingga warung yang memiliki 

ciri khas tersendiri untuk menarik pelanggannya mencoba berbagai menu 

masakkan yang telah mereka keluarkan. Sayangnya masih banyak dari mereka 

yang belum mendaftarkan diri sebagai wajib pajak.  

 Dapat diketahui pajak restoran adalah salah satu pemasukkan 

dearah untuk membiayai dalam pembagunan Kota Malang. Sistem pembayaran 

pajak Kota Malang sendiri menganut self assessment system, dimana besaran 

pemungutan pajak membebaskan kepada wajib pajak untuk menghitung serta 

pelaporkan sendiri nilai penjualannya. Maka dari itu, wajib bagi pemerintah 

untuk mengoptimalkan pajak restoran serta menindak lanjuti point apa saja yang 

menghambat dalam memaksimalkan pajak tersebut.  

 Kurangnya kesadaran masyarakat dalam membayar pajak juga 

harus di imbangi dengan pengawasan oleh petugas yang berwajib. Seperti 

dilakukannya penyuluhan terhadap setiap restoran, sosialisasi serta pemberian 

informasi pentig mengenai pentingnya membayar pajak restoran pada setiap 

masyarakat secara langsung maupun tidak langung. Point peting yaitu 

melakukan penambahan pegawai dengan memosisikan sesuai dengan bidangnya 

agar mampu meningkatkan pendapatan daerah Kota Malang tiap tahunya.  

 

 

Kesimpulan 

Dari hasil penelitian yang dibahas dia atas adalah Kota Malang sebagai 

salah satu kota tujuan pendidikan dan wisata di Jawa Timur memiliki usaha 
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restoran yang beroperasi cukup baik, Pada dasarnya guna mengukur efektivitas 

penerimaan Pajak Restoran di wilayah perkotaan Malang. Karena Pemda Kota 

Malang dapat menentukan seberapa besar tujuan yang telah dicapai dalam 

penerimaan Pajak Restoran dengan memahami tingkat efektifitasnya. 

Faktor-faktor yang menghambat pelaksanaan pemungutan pajak restoran 

yaitu Rendahnya Kesadaran Wajib Pajak dari sebagian masyarakat yang 

berkewajiban wajib pajak terhadap peraturan yang berlaku menjadi salah satu 

faktor yang menghambat dalam pelaksanaan pemungutan pajak restoran. 

Semestinya, dibutuhkan kontribusi masyarakat atas efektivitas implementasi 

Perda Nomor 3 Tahun 2011 di tengah-tengah masyarakat. Dan Lemahnya 

pengawasan yang dilakukan pemerintah daerah merupakan faktor terjadinya 

hambatan atas pemungutan pajak. 

Pemerintah daerah yang berwenang dapat mengatur segala aspek terkait 

pajak daerah dan retribusi daerah, akan tetapi harus dalam lintas peraturan 

perundang-undangan. Pajak daerah Kota Malang sudah ditetapkan dalam 

peraturan daerah pada No. 16 Tahun 2010 yang berisikan tentang pajak daerah. 

Kurangnya kesadaran masyarakat dalam membayar pajak juga harus di imbangi 

dengan pengawasan oleh petugas yang berwajib. Point peting yaitu melakukan 

penambahan pegawai dengan memosisikan sesuai dengan bidangnya agar 

mampu meningkatkan pendapatan daerah Kota Malang tiap tahunya.  
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